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BUPATI TABALONG 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TABALONG 
NOMOR 69 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI DI KABUPATEN TABALONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABALONG, 

bahwa agar penggunan Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tabalong tepat sasaran 
dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD 
secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban keuangan 
Dana Hibah dilaksanakan dengan tertib administrasi, 
transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari 
penyimpangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Lembaga Pendidikan 
Anak Usia Dini di Kabupaten Tabalong; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rapublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nom or 430 1); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 










